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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Kompetensi Peradilan Militer 

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” telah selesai di susun dan berhasil 

diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan 

penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap 

pembahasan tentang Kompetensi Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia yang hingga sekarang masih menjadi polemik. 

Gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998 yang berhasil memaksa 

Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, telah menyebabkan Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang dituduh sebagai ’penyangga utama’ 
kekuasaan Presiden Soeharto harus menerima imbasnya dengan dijadikan 

sebagai sasaran ketidakpuasan berikutnya atas segala ‘kesalahan’ yang 
pernah dilakukan Pemerintahan Presiden Soeharto pada masa lalu, sehingga 

dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999 yang dipercepat, ABRI yang 

terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan 

Kepolisian RI (Polri) ‘dipaksa’ untuk direformasi. 
Sistem peradilan militer di Indonesia merupakan bagian dari sistem 

peradilan di Indonesia, sehingga aturan-aturan mengenai peradilan militer di 

Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan aturan-aturan 

mengenai sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu ketentuan yang 

merubah kompetensi peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan 

kehakiman (yudikatif) yang ditempatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 

tentang TNI yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif adalah tidak 

lazim dan tidak selaras dengan maksud pembagian kekuasaan dalam UUD 

Negara RI Tahun 1945. Keberadaan peradilan militer di Indonesia dan 

keberadaan kewenangan komandan selaku Ankum dan Papera dalam ikut 

menentukan nasib anggotanya yang melanggar hukum didasarkan pada 

kesulitan menegakkan hukum dan keadilan terhadap militer jika diadili di 

peradilan umum.   

Oleh karena itu agar penegakan hukum di lingkungan TNI tetap dapat 

dilaksanakan dengan baik dan mudah tanpa menimbulkan permasalahan 

baru, sementara prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 tetap dipedomani, seharusnya 

perubahan terhadap UU Peradilan Militer tidak hanya didasarkan pada 
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kepentingan hukum semata, akan tetapi harus juga didasarkan pada 

kepentingan umum dan kepentingan militer, dengan tetap 

mempertimbangkan asas dan ciri-ciri kehidupan militer. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara 

terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca 

sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami 

untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di 

masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang 

telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. 

 

Mei, 2023 
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PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG  

Gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998 yang berhasil memaksa 

Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, telah menyebabkan Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang dituduh sebagai ’penyangga utama’ 
kekuasaan Presiden Soeharto harus menerima imbasnya dengan dijadikan 

sebagai sasaran ketidakpuasan berikutnya atas segala ‘kesalahan’ yang 
pernah dilakukan Pemerintahan Presiden Soeharto pada masa lalu, sehingga 

dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999 yang dipercepat, ABRI yang 

terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan 

Kepolisian RI (Polri) ‘dipaksa’ untuk direformasi.  
Adanya anggapan bahwa peran sosial politik dalam ‘Dwi Fungsi ABRI’1 

telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran ABRI yang berakibat 

tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, 

bernegara, dan bermasyarakat,2  telah menyebabkan sidang umum MPR RI 

Tahun 2000 mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang 

Pemisahan TNI dan Polri.   

 
1 Dwi fungsi militer (ABRI) merupakan penamaan gagasan ‘jalan tengah’ Kolonel AH 

Nasution pada tahun 1959, yang menegaskan peran militer di bidang pertahanan dan 

keamanan, sekaligus di bidang sosial-politik.  Peran militer yang di gagas Kolonel AH Nasution 

tersebut dilatar-belakangi oleh sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dimana 

pada saat itu para pemimpin perang gerilya selain harus menggelorakan semangat dan 

memimpin pertempuran, mereka juga harus mampu memobilisir dukungan rakyat dan 

meningkatkan semangat perlawanan rakyat, sehingga para pemimpin gerilya menjadi 

pemimpin militer sekaligus pemimpin politik.  
2Pertimbangan butir d dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan 

TNI dan Polri. 
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KERANGKA TEORITIS TENTANG  

NEGARA HUKUM, PEMISAHAN  

KEKUASAAN, SISTEM DALAM HUKUM,  

 DAN SISTEM PERADILAN PIDANA 

 
A. TEORI NEGARA HUKUM 

Pengertian mengenai ‘negara hukum’ terus berkembang mengikuti 
sejarah perkembangan umat manusia, sehingga perkembangan konsep 

negara hukum merupakan produk sejarah.  Oleh karena itu dalam rangka 

memahami konsep negara hukum secara tepat dan benar, perlu mengetahui 

lebih dahulu gambaran tentang sejarah perkembangan pemikiran politik dan 

hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.10 

Ditinjau dari perspektif sejarah, perkembangan awal pemikiran mengenai 

negara hukum dimulai pada masa Yunani Kuno.  Menurut Jimly Asshiddiqie,11 

gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, 

sedangkan gagasan kedaulatan hukum tumbuh dan berkembang dari tradisi 

Yunani Kuno. 

Pada masa Yunani Kuno, pemikiran tentang ‘negara hukum’ 
dikembangkan oleh para filosofis besar Yunani Kuno seperti: Plato (429 s/d 

347 SM) dan Aristoteles (384 s/d 322 SM).  Dalam bukunya yang berjudul 

“Politicos”, Plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin 

dijalankan, yang pada dasarnya ada dua macam, yaitu: pemerintahan yang 

 
10   Marbun, S.F., Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia 

Iustum, No.9 Vol.4, 1997, hal.9. 
11    Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan 

Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, 1994, hal.11. 
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SISTEM PERADILAN DI INDONESIA 

  
A. PENGANTAR    

Menurut Bagir Manan,64 sistem peradilan dapat ditinjau dari beberapa 

segi, yaitu: Pertama, sistem peradilan diartikan sebagai segala sesuatu yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan.  Disini, sistem peradilan akan 

mencakup kelembagaan, sumber daya, tata car a, prasarana dan sarana, dan 

lain-lain; Kedua, sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili 

(memeriksa dan memutus perkara). 

Sistem peradilan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum 

yang berlaku di negara tersebut.  Dengan kata lain, sistem peradilan suatu 

negara merupakan sub sistem dari sistem hukum negara tersebut.   Oleh 

karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, maka sistem 

peradilan di Indonesia juga harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 

pasal-pasal yang ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945.  

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil 

Amandemen Ketiga Tahun 2001) ditentukan bahwa: “Kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara; dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.    
 

 
 
64  Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Mahkamah Agung RI, 

Jakarta, 2007, hal.17. 
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PERKEMBANGAN PERADILAN  

MILITER DI INDONESIA DAN 

KOMPETENSINYA DIPERBANDINGKAN 

DENGAN PERADILAN MILITER DI NEGARA LAIN 

 
A. PENGERTIAN KOMPETENSI PERADILAN 

Istilah ‘Kompetensi’ berasal dari bahasa Belanda ‘Competentie, 

Rechtsmacht’, atau dari bahasa Inggris ‘Competency’ yang berarti 
‘kewenangan mengadili’.91  Yang dimaksud ”kewenangan mengadili” adalah 
kekuasaan setiap lingkungan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkara.92  Kompetensi suatu lingkungan peradilan dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu: kompetensi yang absolut (mutlak) dan kompetensi yang relatif. 

Dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

disebutkan bahwa ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”. 
Keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut 

masing-masing mempunyai kekuasaan yang mutlak untuk memeriksa dan 

mengadili suatu perkara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh 

undang-undang.   Apa yang menjadi kewenangan suatu lingkungan peradilan, 

menjadi kekuasaan mutlak bagi peradilan tersebut untuk memeriksa dan 

 
91   Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 1977. 
92   M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal.91.   
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PERUBAHAN KOMPETENSI  

PERADILAN MILITER DAN KENDALANYA 

BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN 

 TUGAS POKOK DAN FUNGSI TNI 

 
A. PERUBAHAN KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM 

KAITANNYA DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA 

1. Pengantar 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, sesuai UU 

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengadilan dalam 

lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan 

kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang secara organisasi, 

prosedur, administrasi, dan finansial berada di bawah pembinaan Panglima 

ABRI (TNI), dan secara teknis peradilan berada di bawah pembinaan 

Mahkamah Agung RI.   

Dalam perkembangannya, yaitu dengan keluarnya UU Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 

1970 dan UU Nomor 35 Tahun 1999, pembinaan organisasi, administrasi, 

finansial, dan teknis peradilan bagi peradilan umum, peradilan agama, 

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, seluruhnya berada satu 

atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.  Dengan demikian sejak 

ditetapkannya UU Nomor 4 Tahun 2004, peradilan militer yang sebelumnya 

berada di bawah pembinaan Panglima ABRI (TNI) beralih menjadi di bawah 

pembinaan Mahkamah Agung RI.  Dengan beralihnya pembinaan peradilan 

militer menjadi sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung RI, maka 
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PENUTUP 

 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 

dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan beberapa saran sebagai 

berikut: 

 

A. KESIMPULAN 

1. Sistem peradilan militer di Indonesia merupakan bagian dari sistem 

peradilan di Indonesia, sehingga aturan-aturan mengenai peradilan 

militer di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan 

aturan-aturan mengenai sistem peradilan di Indonesia.  Oleh karena itu 

ketentuan yang merubah kompetensi peradilan militer sebagai bagian 

dari kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang ditempatkan dalam UU Nomor 

34 Tahun 2004 tentang TNI yang merupakan bagian dari kekuasaan 

eksekutif adalah tidak lazim dan tidak selaras dengan maksud pembagian 

kekuasaan dalam UUD Negara RI Tahun 1945.  Selain itu, ketentuan yang 

merubah kompetensi peradilan militer dalam UU TNI ternyata juga tidak 

selaras dan bahkan bertentangan dengan perundang-undangan terkait 

yang mengatur sistem peradilan di Indonesia.  Dengan perkataan lain, 

perubahan kompetensi peradilan militer yang diatur dalam UU Nomor 34 

Tahun 2004 tentang TNI adalah tidak sinkron secara vertical maupun 

horizontal dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur 

tentang sistem peradilan di Indonesia, dan karenanya tidak sesuai dengan 

sistem peradilan di Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. 

 

2. Perubahan terhadap kompetensi peradilan militer yang menundukkan 

militer yang melanggar hukum pidana umum pada peradilan umum telah 

berusaha dilaksanakan dengan mencabut dan mengganti UU Nomor 4 
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